
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 280 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN

PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

bahwa untuk memberikan pelayananMenimbang : dan fasilitasia.

konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai

Politik berkelanjutan melalui Sipol, perlusecara

membentuk Tim Helpdesk pemutakhiran data dan

di Lingkungan Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang;

b.

Helpdesk pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik

secara berkelanjutan melalui Sipol di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana

dalam Berita 176/PL.01-Acara Nomortertuang

BA/1971/2025 tanggal 11 Desember 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudc.

dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol 

Komisi

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang 

Pembentukan Tim Helpdesk pemutakhiran data dan

bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah 

melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Tim
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Pangkalpinang;

Mengingat

Umum

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
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Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Umum Dewan

Umum Nomor 11 Tahun 2022

dan

Nomor 1251);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai

telah diubah

2024 Perubahantentang Komisiatas

Data Partai Politik secara

Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM

HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI

POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

PANGKALPINANG.

: Menetapkan Tim Helpdesk pemutakhiranKESATU data dan

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022

tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Anggota

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan

sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun

Keputusan

Pemilihan Umum 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman

Teknis Pemutakhiran

Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi

Partai Politik

4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, 

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan
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KEDUA

KETIGA

ttd.

SOBARIAN

MUH

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol 

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Tim Helpdesk yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung 

jawab yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA PANGKALPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilj^^Y^^rtisipasi dan Hubungan
M



NO. NAMA JABATAN

Margarita2. Pengarah

Ridho Istira3. Pengarah

Tri Pertiwi4. Pengarah

5. Muhamad Pengarah

Yuliana Sandriani6. Penanggung Jawab

Muhammad Nazir7. Koordinator

Ami Fauzia8. Anggota

9. Deva Pratama Anggota

Hawa Eviriana10. Anggota

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

Penata Kelola Sistem 
Teknologi dan Informasi

Sekretaris KPU Kota 
Pangkalpinang

Anggota KPU Kota 
Pangkalpinang

Penyusun Materi Hukum dan 
Perundang-Undangan

Penyusun Materi Hukum dan 
Perundang-Undangan

Kepala Subbagian Teknis 
Penyelenggaraan Pemilu, 

Partisipasi, dan Hubungan 
Masyarakat

Anggota KPU Kota 
Pangkalpinang

Anggota KPU Kota 
Pangkalpinang

Anggota KPU Kota 
Pangkalpinang

SUSUNAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI 
POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

TIM 
DOKUMEN

_______ 3_______
Ketua KPU Kota
Pangkalpinang

1
1.

_________ 2
Sobarian

JABATAN DALAM 
TIM 

__________4__________ 
Pengarah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 280 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK 
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI 
POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SIPOL 
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 
PANGKALPINANG
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NO. JABATANNAMA

11.

12. Anggota

ltd.

SOBARIAN

Hubungandan

ETARIATEl

ZIR

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

Ruth Syarma 
Apriani Sirait

Frendhito Regi 
Pratama

Penyusun Materi Hukum dan 
Perundang- U ndangan

Operator Layanan 
Operasional

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KOTA PANGKALPINANG,

JABATAN DALAM
_______TIM_______

Anggota

Pemih
Mas^

f/-S'A

MUH)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan 

=^artisipasi

7^//
^//


